
BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHLN 2OO7

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAII ATAS (SMA) NEGERI
PADAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{A ESA

BUPATI PURBALINGGA.

Menimbang a- bahwa dalam rangka mengupayakan pelaksarnan dan pem€rataan
kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Purbalingga
klus$nya pendidikan pada jenjang SLTA maka dipandang perlu
memperluas jangkauan pelayanan dan daya tampung siswa SLTA.
Dalam upaya meningka&an daya tampung tercebut p€rlu dibentuk
Udt Sekolah Meneryah Atas (SMA) baru di Kecamatan Padarnara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
4 maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Padamara.

l. Udang - Undang Nomor 13 Tahlm 1950 tertang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah
(B€rita Negara Republik lndonesia Tahun I 950 Nomor 42) ;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tertang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu[ 2003 Nomor
78, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintah Daerdh
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomot 125,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomoll437);
sebagaimana telah dirubah dengan Urdang-Undang Nomor 8 Tahtm
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 teotang Perubahan atas Undalg-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indorcsia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah
(Lembamn Negam Republik lodonesia Tahun 20(N Nomor 126,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. PeBturan Pemerintah Nomor 29 Tahur 1990 tentang Pendidikan
MeDengah (Lembarao Negar8 Republik tndonesia Tahun l99O Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Itrdonesia Nomor 3413) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 re aDg KewenaDgaD
Petnerintah dan Kewenargan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(t€mbqran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor J952) l

Mengingat



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tenlang Pedomao
Organisasi Perangkat Daerah ( Lsmbaratr Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 14, Tambehan l,embqran Negara Republik
IDdooesia Nomor 4262 );

8. Keputusan Memed Pendidikan N8sioml Republik Indonesia Nomor
06f,N|}00.2 tenlang Pedoman Perdidikan Sekolah ;

9. Peraruran Drerah Ksbupalen Purbalingga Nomor 20 Tahun 2005
tentaig SusuDar OrSalisEsi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan kbupaten Purbolingga ( l,erubamn Daerah Kabupaten
Purbolingga Tahun 2005 Nomor 20 ) ;

10. Keputusan Bupoti Purbolingga Nornor 13 Tahu 2002 tentang
Susunan Organisasi dan TataLoja Unit Sekolah poda Dinas
Pendidikan (kmbaran Daerah Kabupateo Purbalingga Nomor 13

Tahun 2002 Seri D No. 13 ) .

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BT'PATI PURBAIINGGA TENTANG PEMBENTUKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA) NEGERI I PADAMARA.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l Da€rah adalah Kabupaten Pubalingga-
2. Pemerintah Daqah adalah Pemerintsh Kabupater Pubalingga.
3. Bupari adalah Bupari Purbalingga
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan odalah Dinas Perdidiksn dan

KebudalEan Kabuparen hrrbalingg.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kcpqla Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabuparer Pubalingga.
6. Sekolah Menengsh At s yang selanjutnya disingkat SMA adalah Unit

Pelaksana Teknis Pendidikan Umum pada jenjang pendidikan
menengah prograrn 3 (tiga) tahun bsgi tamatan SMP atau sederajat.

7. Udt Sekolah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Purbalingga-

8- Kepala Sekolah adalah gum yang diberi tugas tsmbahan unuk
memimpin penyeleaggarakan kegiatar belajar mengajar s€rta
pernbinaan gun:, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga adminisuasi
pada unit s€kolahan.

9. Wakil Kepala Sekolah adslah guru yang diberi tugas tambahan untuk
membatrtu Kepala S€kolah .Jqlah memimpiD penyelenggaraan
kegialan bela{iar m€og{a ssta pembinaan grmt tenaga pcndidikan
lainnya datl teDaga administrasi pada unit s€kolahan.

10. Guru adalah jabaran fimsional yang melaksanakan tugas kegistan
belajar mengaja di sekolah.

BAB I
KETENTLTAN UMUMN

Pasal I

, BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peratuian ini dibentuk SMA Negeri I Pa&mara.

BAB III
KEDUDUKAN. IUGAS POKOK DAN FLINCSI

Pasal 3

(l) SMA sebogniEana dimakflrd dalam Pasal 2 mempunyai keduduk r
s€bagai Unit pelaksana Tehis Pendidikan Umum pada jenjang
pendidikan menengah program 3(ligB) tahun bagi Tarnatatr SMP atau
sederajat.
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(2) SMA sebogaimaoa dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh s€orang Kepala Sekolah yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepoda Kepala Dnas Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Kepala SMA sebageimaru dimrksod pada ayst (2) dibE tu oleh scomnLg atau lebih Wakil
Kepola Sekolah yang bertanggungjawab kepsds Kepola Sekolah..

Pasal 4

SMA sebagaimam dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pendidikan unum pada jenjang pendidikan menengah pmgram 3 (tiga) tahun bagi tamatan
SMP arau s€derajat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimatsud dalam Pasal 4 SMA Negeri I
Padamara mempunyai fungsi :

a Pela&sauan pendidikan menergab umum sesuai deogan kuritulum yaag berlaku.
b. Pelaksanaan bimbingar dan kooseling bagi pora anak didik.
c. Pelalsan8 dan pembinaar hubungan kerjasama dengan orang nra/ $rli, arut didik dar

rusyarztar.
d. Pelaksanaan uusan tata usaha dan rmrsarl nrmah tangga-

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Penetapon Kspata S€kolah dat Tenaga Pengajar SMA Negai I Padamara di8tu lebih
lanjut oleh Bupati.

(2) Susuna[ Org;anisasi dan Tarakerja SMA Negeri I Padamara berpedoman pada Keputusan
Bupati Nomor 13 Tahun 2002 tentang Su$man Organisasi dan Talakerja Unit S€kolah
peda Dinas Pcndidikan.

(3) Hal-hal yang betum diatur dahm Peraturta ini seponjang mengerd irlets"n "mya atan
diatur l€bih Lnjut olch Kcpala Dinas Peodidikan dm Kebudayaan.

BAB V
KETENTI]AN PENI]T[]P

Pasal 7

Peraturan ini mulai be aku pada tanggal diundangkan.

Agar setisp orang mengetahui, memeriltahkan pengundangan
penempatanya dalan Berita lraerah Kabupalen Purbalingga..

Peraturan ini dengan
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